
GUBERNURLAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERI{I,IR LI\MPUNG
NOMoR z ct 37 J lvt.o}l,diKt2o24

TTTTATG

PENETAPAN PERHITUI{GAI| DAITA BAGI IIASIL PAJAK DAERAH PROVITSI
TRTWI'I,AIT I TAHIII{ AIIGGARAIT 2A24 I(EPADA PEMERIISTATI

KABT'PATEIT/KOTA SF-PROVIilSI LILUPUNG

Menimbang

GI'BERINIR IAfPIIf,G,

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan
Gubernur Lampung Nomor : Gl1O7/V1.O3/HK/2O24 tentang
Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Setiap Triwulan Tahun Anggaran 2024, perlu
menetapkan Perhitungan Dana Ba8l Hasil Pajak Daerah Provinsi
sebagai dasar Penetapan Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Provin si Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a tersebut di atas, agar tertib administrasi, kepastian
hukum serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan
Perhitungan Dana Bagi Hasil Pqiak Daerah Provinsi Triwulan I
Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten / Kota
se- Provinsi Lampung, dengan Keputu san Gubernur L^ampung;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentjf Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi l.ampung Nomor 13 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
l"ampung Tahun Anggaran 2024;

Mengingat



-2-

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Peraturan Gubernur l.ampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O24;

MEMUTUSKAN:

XIPUTUSAI| GT'BERrI'R TEI| TATG PIITETAPAIT PERHITINTGAN
DAITA BAGI IIASIL PA.INT DATRAII PROVII|SI TRTWI'LAN I
TAIITII| ATGI{}ARAI| 20/24 XEPADA PEMERIITTAII
KABI'PATEI|/I(OTA SF-PROVII|SI I,ATPUITG.

Menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Prorrinsi
Triwulan I Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah
Kabupaten/ Kota se-Provinsi l^ampung, meliputi Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik
Nama Kendaraan Elermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP)

untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Penetapan perhitungan dan pembagian Dana Bagi Hasil Pajak
untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Triwulan
I Tahun Anggaran 2O24 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
dan Diktum Kedua dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan
dipertanggungiawabkan kepada Gubernur Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 4-f- 2024

GT'BERIfl'R I"AUPI'NG,

ARINAI II'UITAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi l,ampung di Telukbetung;
2. Bupati/walikota se-Provinsi lampung;
S. fepala Badan Pengelolaan Keuangan dan As€t Daerah Provinsi l,ampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum S€tda Provinsi lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pendapatan/Kepa.la DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
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